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LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

PENDAHULUAN

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi selanjutnya disebut Bank atau Bank Jambi
selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan seluruh
stakeholders, menerapkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan dengan konsisten etika bisnis dan etika

kerja (code of conduct) maka Bank wajib rnenerapkan praktek Tata Kelola yang
baik.

Penerapan Tata Kelola yang merupakan keharusan dilaksanakan oleh Bank agar

dapat mernberikan hasil yang positif sesuai visi dan misi Bank serta akan

menciptakan Bank menjadi sehat.

Dalam penerapan Tata Kelola itu Bank selalu mengacu pada beberapa peraturan

dan ketentuan terutama ketentuan yang diatur, antara lain :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7
Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;

2. POJK No. 45/P0OJK.G3/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian
Remunerasi bagi Bank Umum;

3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 40/SEQJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi; dan

4. SEOJK No. 13/SEQJK.03/20G17 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Umum.

A. 5 (lima) prinsip dasar yang menjadi landasan pzlaksanaan Tata Kelola, yaitu .

1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan
informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan;

2. Akuntabilitas (accountability) vyeitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif;

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip
pengelolaan Bank yang sehat;

4. Independensi (independency) vyaitu pengelolaan Bank secara profesional
tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun:

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-
hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dana peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

B. 11 (sebelas) faktor penilaian vang dalam rangka memastikan penerapan >
(lima) prinsip dasar Tata Kelola, yaitu
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
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Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;

Penanganan benturan Kepentingan;

Penerapan fungsi kepatuhan;

Penerapan fungsi audit intern;

Penerapan fungsi audit ekstern;

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana

besar (/arge exposures);

10. Transaparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan
pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal; dan

11. Rencana strategis Bank.

C. Transparansi pelaksanaan Tata Kelola, paling kurang meliputi :
1. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang terdiri dari :
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris,
terdiri dari :
- jumlah, komposisi, kriteria dan independensi, kepemilikan saham
anggota Direksi dan Dekom;
- tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
- rekomendasi Dewan Komisaris
b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari :
- struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite;
- tugas dan tanggungjawab Komite;
frekuensi rapat komite;
- program kerja Komite dan realisasinya.
c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern Informasi
yang perlu diungkap, antara lain :
- fungsi Kepatuhan;
- fungsi audit intern;
- fungsi audit ekstern.
d. Penerapan manajemenr risiko termasuk sistem pengendalian intern,
infermasi yang perlu diungkap meliputi:
- pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- kecukupan kebijakan, prosedur dan penectapan limit;
- kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan
pengendalian risiko serta sistem infomasi manajemen risiko;
sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
e. Penyedtaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan
dana besar (large exposure).
f. Rencana strategis Bank, meliputi :
rencana jangka panjang (corporate plan).
- rencana jangka menengah dan pendek (business plan).
g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang beium
diungkap dalam laporan lainnya.
h. Infoimasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank.

2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai
5% atau lebih dari modal disetor.

!
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IX.

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris
dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya
dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

4. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan
Direksi.

5. Shares Option.

6. Ratio gaji tertinggi dan terendah.

I Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

8. Jumlah Penyimpangan internal (internal fraud).

9. Permasalahan Hukum.

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

11. Buy back shares dan/atau buy back obligasi bank.

12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama
periode laporan.

13. Kegiatan Sosial dan Politik.
14. Hasil Penilaian sendiri (self assessment) Tata Kelola.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGIAWAB DEWAN DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan vang bertanggungiawab penuh atas
pengurusan PT. Bank Pembangunan Daereh Jambi untuk kepentingan dan tujuan
PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas
penuelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Kinerja
Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaiis baik secara individual maupun kolektif
berdasarkan kriteria yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

2.1. Tugas dan tanggungjawab Dewan Direksi

Dalam melaksanaxkan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa
berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan
internal dan peraturan perundang-undangan vyang barlaku. Direksi
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Jambi
berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Divisi
Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR) dan Komite Manajemen Risiko.
Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil
pengawasan OJK, auditor internal dan auditor eksternal lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut :

a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank
Jambi.
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b. Mengelola Bank Jambi sesuai dengan kewenangan dan tanggung
jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

c. Mewakiii Bank Jambi di dalam dan di luar pengadilan dan berhak
melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan
maupun mengenai pemilikan serta mengikat Bank Jambi dengan pihak
lain dan sebaliknya.

d. Menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha
Bank Jambi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

e. Membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja
Perkreditan, Komite Kebijaksanaan Perkreditan (KKP) Komite Kredit
(KK), Komite Aset Liabilitas (Asset Liability Committee), Satuan Kerja
Kepatuhan dan Satuan Kerja lainnya.

f. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank
Jambi sesuai dengan tujuan dan bidang usahanya.

g. Menyiapkan rencana kerja darn anggaran Bank Jambi, termasuk
rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan
usaha dari Bank Jambi dan menyampaikannya kepada Dewan
Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan kalender sebelum tahun
buku dimulai untuk dimintakan pengesahan atau persetujuan.

h. Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana
perkreditan yang dituangkan dalam rencana kerja Bank Jambi dan
penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Jambi (KPB) vyang
dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan
Bank Jambi (PPKPB).

i. Memastikan bahwa KPB telah diterapkan dan dilaksanakan secara
konsekuen dan konsisten.

j. Pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-
saran yang disampaikan KKP.

k. Membuat dan memelihara berita acara rapat umum pemegang saham
dan berita acara rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan
dan administrasi Bank Jambi sesuai dengan kelaziman yang bterlaku
bagi suatu Bank.

I. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian
intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan,
penyimpanan dan pengawasan.

m. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang
keadaan dan jalannya Bank Jambi berupa laporan kegiatan Bank
Jambi, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan
tahunan maupun dalam bentuk laporan bherkala lainnya menurut cara
dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta
oleh RUPS.

n. Menetapkan struktur organisasi Bank Jambi iengkap dengan perincian
tugasnya.

o. Mengajukan kepada Komisaris usulan penunjukan Akuntan Publik
untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Bank Jambi untuk
tahun buku berikutnya.

[k
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2.2,

2:3.

p. Menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja
Audit intern Bank, Auditor eksternal dan/atau hasil pengawasan OJK.

g. Wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham melalui RUPS.

r. Mengungkapkan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan yang
bersifat strategis di bidang kepegawaian.

s. Tidak menggunakan jasa profesional yang mandiri sebagai
konsultan/penasehat kecuali memenuhi persyaratan berikut ini :

» Adanya proyek yang bersifat khusus.

s« Didasari oleh kontrak yang jelas, sekurang-kurangnya mencakup
iingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta
biaya.

» Konsultan/penasehat berasal dari pihak independen yang memiliki
kualifikasi untuk meingerjakan proyek yang bersifat khusus.

t. Wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, reievan dan tepat
waktu kepada dewan Komisaris.

u. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa sesuai
ketentuan yang berlaku.

v. Memiliki aturan yang bersifat mengikat bagi seluruh Direksi yang
paling kurang mencantumkan :

e Pengaturan etika kerja dan waktu kerja sebagaimana diatur dalam
Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

¢ Pengaturan rapat.

w. Mengembangkan kemampuan utama dan kemampuan teknis sesuai
dengan visi, misi dan strategi Bank Jambi yang merupakan harapan
dan keirginan dari pemegang saham.

Xx. Tahun buku Bank Jambi berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tangga! 31 (tiga puiuh satu) Desember. Pada akhir bulan
Desember tiap tahun, buku Bank Jambi ditutup. Dalam waktu paling
lambat tangal 15 April tahun berikutnya setelah buku Bank Jambi
ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua
anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

Tata Tertib Kerja Dewan Direksi

Direksi telah menyusun pedoman tata tertib kerja yanag antara lain
mengatur Etika Kerja Direksi, Penggantian Direksi dan ketentuan lain yang
telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola.

Susunan Keanggotaan Direksi

Komposici anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi terdiri
dari 4 (empat) orang dan Direksi yang diangkat melalui RUPS. Penunjukan

atau pengangkatan Direksi telah melalui mekanisme Fit and Profer Test
oleh OJK.
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Direksi seccara kolektif telah memiliki keahlian untuk melaksanakan
tanggungjawab yang diamanahkan dan terdiri dari anggota yang memiliki
pemahaman yang memadai, memiliki kompetensi untuk dapat menghadapi
permasalahan yang timbul dalam usaha, membuat keputusan secara
independen dan mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.

Ors. M. Yani, LLH Direktur Utama kta Notaris No. 32 tgl. 12

Januari 2015

2 | H.Yunsak £l Halcon, SH MSi | Direktur Pemasaran | Akta Notaris No. 37 tgl. 12 2016 -2020
Januari 2016

3 | Des. H. Pauzi Usman Direktur lmum Akta Notaris No. 03 tgl. 2007 -2021
03 Januari 2017

4 | Riza Roziani, SE. Direktur Kepatuhan | Akta Notaris No. 63 tgl. 2| 2007 -2021
Agustus 2017

Tugas dan tanggungjawab masing - masing Direksi

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain vang
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari
Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah
pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan
pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pembagian Tugas Anggota Direksi
adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama :

a. Menjalankan visi Bank Jambi dengan menetapkan strategi dan
kebijakan.

b. Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap realisasi
pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan
kinerja yang harus dilakukan.

c. Terkoordinasinya kegiatan kerja seluruh anggota Direksi dan
Kepala Divisi berikut aparat dibawahnya untuk mencapai hasil yang
optimal.

d. Terselenggaranya aktivitas Divisi Audit Intern yang berada
langsung di bawahnya agar mencapai rencana kerja yang
ditetapkan.

e. Melakukan koordinasi dan mengevaluasi secara langsung
pelaksanaan tugas-tugas pada Divisi Sumber Daya Manusia.

f. Memberikan persetujuan terhadap usulan pengembangan system
dan manajemen SDM, termasuk rekrutmen, training &
pengembangan, remunerasi dan reward punishment.

g. Terciptanya hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris,
Direksi, Pemegang Saham, Pegawai, Nasabah, dan Pemerintah/0JK
dalam rangka menciptakan Tata Kelola yang baik.

h. Terselenggaranya pengelolaan Manajemen Risiko sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan.

o
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Terkoordinasinya pembinaan terhadap seluruh Kepala
Divisi/Unit/Tim Kerja dan Cabang.

Terbinanya hubungan dengan seluruh mitra kerja agar dapat
terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai
Direktur Utama.

2. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Pemasaran
® Memimpin dan mengkoordinir secara langsung Divisi-Divisi yang

dibawahi meliputi Divisi Unit Usaha Syariah, Treasury dan Dana,
Elektronik Banking, Kredit Konsumtif dan Kredit Produktif.
Merumuskan arah kebijeskan dan sasaran bidang Treasury dan
Dana serta bidang Perkreditan Bank.

Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan korporasi
dan treasury, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugasnya.

Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai
Direktur Pemasaran.

3. Tugas dan Tangaungiawab Direktur Kepatuhan

a.

b.

Memimpin dan mengkoordinir secara langsung Divisi yang dibawahi
vaitu Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR).

Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya
Kepatuhan dan penerapan Manajemen Risiko Bank.

Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan
yang akan ditetapkan olen Direksi.

Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan
untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Banrk telah sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip
syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Maminimalkan risiko kepatuhan.

Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau
keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang
Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan tugas-tugas lainnya vyang terkait dengan fungsi
kepatuhan.

4. Tugas dan tanggungjawab Direktur Umum

a.

Memimpin dan mengkoordinir secara iangsung Divisi-Divisi yang
dibawahi meliputi Divisi Umum dan Sekretaris Perusahaan,
Teknologi Informasi, Akuntansi dan Keuangan serta Sumber Daya
Manusia (SDM).

Melakukan koordinasi dan mengevaluasi secara langsung
pelaksanaan tugas—tugas Divisi Umum, Divisi Akuntansi, Divisi

e !



SDM dan Teknologi Informasi, sedangkan untuk pengambilan
keputusan yang prinsipil sebelumnya harus melakukan koordinasi
dengan Direktur Utama.

Menyelia perencanaan strategis pada Divisi-Divisi yang berada
dibawah penyeliaannya, yaitu Divisi Umum, Divisi SDM dan Divisi
Akuntansi dan TI.

Mengarakkan dan memonitor pencatatan dan pemeliharaan seluruh
asset yang dimiliki Bank berikut pengurusan asuransinya.
Memberikan persetujuan terhadap usulan untuk membangun
gedung kantor bank dan cabang-cabang baru pada lokasi/daerah
yang strategis dan potensial.

Meireview secara aktif dan penyelia penyiapan laporan-laporan
keuangan bank serta kewajiban publikasinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Memberikan arahan dan mengevaluasi terhadap usulan
pengembangan teknologi informasi sesuai dengan tuntutan
kebutuhan Bank, baik hardware, system aplikasi, pengendalian
mutu maupun pengendalian masalah teknologi.

Mengawasi pelaksanaan pengendalian masalah teknologi informasi,
khususnva permasalahan teknologi untuk operasional perbankan.
Melakukan penilaian prestasi kerja bawahan secara berkala.
Menjaga disiplin kerja staf dibawahnya dan hubungan kerja yang
harmonis dengan unit organisasi lainnya.

Memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan
sebagaimana diperiukan oleh anggota Dewan Komisaris.
Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan
Bank.

Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi sebagai
Direktur Urnum.

2.5. Independensi Direksi

2.5.1.

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi (Y =
Ya; T = Tidak)

nLe

Ors. M. Yani, LLH Direktur
s Utama
2 | W Yunsak £l Halcun, | Direktur o3 YA S S A R TRV A T YA B YA I
| SH.MSi Pemasaran
3 | Ors. H. Pauzi Usman | Direktur O T e A S VA S A Y SV I I
Umum
4 | Riza Roziani, SE. Direktur 3 I IR VAR B VA ) VAN (1 VAR (N IV
Kepatuhan
8



2.5.2.

2.5.3.

Kepemilikan Saham Dircksi

Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah
Jambi dan diperusahaan lain. Sejalan dengan praktek tata keloia
perusahaan yang baik, Direksi telah menandatangani pakta
integritas dan telah diserahkan kepada ILPS sebagai komitmen

menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
Berikut daftar kepemilikan Saham Direksi.

r‘s.. ani, t t s
2 | H.Yunsak El Halcon, SH, MSi | Direktur Pemasaran Nikil Nihil
3 | Drs. H. Pauzi Usman Direktur Umum Nihil Nihil
4 | Riza Roziani, SE. Direktur Kepatuhan Nihil Nikil

Rangkap jabatan Direksi (Y = Ya; T = Tidak)

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan
Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau
perusahaan lain sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau
Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusehaan keuangan,
atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif
yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan
anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.

Ors. M. Yani, LLH Unret Utama

H. Yunsak El Halcon, SH, Msi | Direktur Pemasaran x J x J

Drs. H. Pauzi Usman Direktur Umum x J x g ]
Riza Raziani, SE. Direktur Kepatuhan = J x J
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27

Rapat Direksi

Rapat Direksi yang telah dilaksanakan baik secara berkala maupun tertentu
pada tahun 2018 sebanyak 41 kali. Adapun daftar kehadiran rapat Direksi
ditahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut

Ors. M.an:, LLH Ulrur Utama

H. Yunsak El Halcon, SH. Msi | Direktur Pemasaran 24 a8.5%
Ors. H. Pauzi Usman Direktur Umum [a 36.0%
Riza Roziani, SE. Diraktur Kepatuhan 27 ad.b%

Kebijakan remunerasi Direksi

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi selama tahun 2018
meliputi gaji dan kompensasi lainnya termasuk tantiem adalah sebesar
Rn.16.014 juta. Proses penetapan remunzrasi didasarkan pada hasil kajian
Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal sebagai
berikut:

a. Berdasarkan peer group,

b. Mempertirnbangkan kinerja perusahaan;

c. Metode Remunerasi Variabel disusun berdasarkan kinerja dan risiko.
(alam jutaan)

Gaii

Tunjangan Hari Raya 4 438
Tunjangan Lainnya 4 4
Jasa Produksi 2018 4 13.358
Total 4 16.055
Jumlah Remunerasi perorang dalam | Orang Rp

(satu) tahun

Diatas Rp.2 milyar 4 16.055
Diates Rpmilyar s/d Rp.2mibar | 0| 0
Diatas Rp.000jt s/d Rp.| milyar [ 0
Rp.500it kebawah ] ]
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Rtugaji Pegawai ternggi dan ang terendah

Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan yang terendah 43.500 44 5500 LI
Ratio gaji Komisaris yang tertinggi dan yang terendah %7501 22775 Il
Ratio gaji Direksi yang tertingyi dan Pegawai yang tertinggi 48.500 22175 22:1
Ratio guji Direksi yang teriinggi dan Pegawsi yang terendah 49,500 2578 i6.6:1
2.9. Pendidikan dan Pelatihan Direksi
Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan kompetensi guna

menunjang dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, selama
tahun 2018, Direksi telah mengikuti berbagai seminar dan
Berikut program pelatihan yang diikuti oleh Direksi, antara lain :

workshop.

Ors. M. Yani, LL xecutive Leadership DSM
lltama Deve!opment Programme Asessment and s.d 25
Training Ltd

Expand Leadership Program Corporate 2018-03-08 | Hali

for Board of Director Leadership s.d 09

(B0D)/Board of Commisioner | Development

(Bal) |Institute

Sosialisasi Peraturan Asbanda 2018-04-18 | Jakarta

Pemerintah No. 54 Tahun 2017

tentang BUMD

Seminar Nasional BPDSI dan ASBANDA 7018-08-09 | Bandar

penarikan undian Nasional sdll Lampung

tabungan SIMPEDA

Sosialisasi Ketentuan Bank Bank Indonesia | 2018-09-28 | Jakarta

Umum sd 24

Warkshop Pendanaan BPD Asbanda 7018-10-75 | Gedung

Melalui Penawaran di pasar sd. 76 Bursa Efek

modal Indonesia,
Jakarta

Munas Dan Seminar Nasional FKDK 2018-1-14 sd | Pontianak

| FKDK BPD §I Tahun 2018 5
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Loka Karya Pengembangan ASBANDA 2018:11:29 Surshaya
Pelaksenaan Program
Transformasi BPD
Pelatihan Pembekalan SMR Aurora 2018:12:14 Jakarta
Level 3 LSPP
Rapat Koordinasi Dan M. Aurora | 20081227 sd | Garut, Jawa
Penetapan Program Kerja Mitra 24 Barat
Konsultan
H. Yunsak El Direktur Team Building Karyawan Bank | Divisi SOM 2018-01-20 | Batam
| Halcon, SH, Msi | Pemasaran | Jambi Batch Il s.d 2l
Workshop Praktek Terbaik Asbanda 2018-05-03 | Jakarta
Implementasi Keuargan Mikro
di Dunia
Warkshap Penyediaan | Asbanda 2018:11:15 Novotel Bukit
Likviditas ~ Akhir Tahun Pada Tinggi
BPDSI
Indonesia  Shari'a Economic | Bank Indonesia | 2018121 sd | Surebaya
Festival (ISEF) /  Festifal 12
Ekonomi  Syariah  Indonesia
(FESI)
Pelatihan  Pembekalan  SMR | Aurora 2018:12:14 Jakarta
Level 5 LSPP
Rapai Koordinasi Dan PT.  Aurora | 20181222 sd | Garut, Jawa
Penetapan Program Kerja Mitra 24 Harat
Konsultan
Ors. Pauzi Direktur Team Building Karyawan Bank | Divisi SOM 208-01-27 | Batam
Usman Umum Jambi Batch IV s.d 78
Workshop Arah Kebijakan Asbanda 2018-02-08 | Jakarta
Perkembangan Digital Banking
di Indonesia
Team Building Karyawan Bank | Divisi SOM 2018-03-03 | Batam
- Jambi Batch V s.d 04
Expand leadership Program | Corporate 2018-03-08 | Bali
for  Board of Director | Leadership s.d09
(800)/Board of Commisioner | Development
(BoC) Institute
Team Huilding Karyawan Bank | Divisi SOM 2018-03-24 | Batam
Jambi Batch VI .20
Workshop Penerapan Financial | 0JK 2018-04-24 | Jakarta
Technology, Tresuri Liquidity s.d 25
bap  Strategy,  Teknologi
Informasi dan Fraud kepada
Industri Perbankan
Training Pengembangan | FT. FOS 2018.07.16 Bangkak
Sistem Temenos - Bangkok sdl8
731 S (R TSI
12




Roundtable Executive Series | 0JK 20180725 | Jakarta
“Strateqi Hadapi Tahun 2020, sd?7
melalui cost leadership pada
implementasi PSAK 71 |
Securing Digitai | PT. FDS 2018404 Fairmont
Transformation: Cloud & Cyber Hotel
Security Jakarta |
Sosialisasi & Solusi  Hasil | Bank Riau | 2018.10.18 sd. | Hotel Grand
Penilaian  Detail HBSEM th | Kepri ! |, Batam
20172018
Rapat  Koordinasi  Dan | PT.  Aurora | 20181222 sd | Garut, Jawa
Penetapan Program Kerja Mitra 24 Barat
Kansultan
Riza Roziani, SE. | Direktur International Risk Management | lkatan Bankir | 2008-02-25 | Taiwan,
Kepatuhan | Refreshment for Executive- Indonesia s.d 03-03 Hongkang
Hongkang Class 2018 dan Macau
Team Building Karyawan Bank | Divisi SOM 2018-03-10 | Batam
Jambi Batch VI sdll
Program Duting FKDKP FKDKP 2018-04-20 | Yogyakarta
s.d 22
Sosialisasi Ketentuan tarkait | Bank Indonesia | 2018-05-08 | Pekenbaru
dperasi Moneter  dan
Kepesertaan (perasi Moneter
Seminar dan Rapat Umum | FKDKP 2018-06-26 | Jakarta
Anggota (RUA) Tahuian FKDKF
Workshop  Good  Coorporate | ASHANDA 2018.09.12 HBatam
Governance BPD se Sumatra s.d l4
Fertemuan Pemantauan | OJK 2018.08.17 Lampung
Persiapan Penerapan PSAK 71 sd 1l
Workshop/Pembekalan Materi | FKOP 2018.10.04 Graha CIMB
Sertifikasi  Level  Eksekutif sd. 06 Niaga. Jaksel
(Level &) dan Lji Sertifikasi
Kepatuhan Level
Eksekutif(Level 3)
Ujian Mengulang  Sertifikasi | FOKP 20181117 Menara IBI
Kepatuhan  Level  Eksskutif Jakarta
| (level 3)
Munas Dan Seminar Nasional | FKOK 20181114 sd | Pantianak
FKDK BPD SI Tahun 2018 15
Rapat  Koordinasi  Dan | PT.  Aurora | 20181222 sd | Garut, Jawa
Penetapan Program Kerja Mitra 24 Baral
Konsultan




III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGIJAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan vang bertugas dan
bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa PT. Bank

Pembangunan Daerah Jambi melaksanakan Tata Kelola pada seluruh tingkatan
dan jenjang organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS yang merupakan
perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam
rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.

3.1. Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola
dalam setiap jenjang organisasi dibantu cleh unit-unit kerja terkait.

b) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk
kepentingan Bank.

c) Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Bank Jambi dalam waktu
paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah rencana kerja dan
anggaran disampaikan oleh Direksi.

d) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap
kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

e) Dewan Komisaris dilarang terlibat dalamm pengambilan keputusan
kegiatan operasional Bank, kecuali :

- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit (BMFK).

— Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank Jambi atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit
kepada pihak terkait dengan Bank Jambi dan kredit kepada debitur-
debitur besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja tahunan
Bank Jambi.

g) Pengawasan pelaksanaan rencana pemberian kredit.

h) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,
serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana
pengembangan Bank Jambi, rencana kerja dan anggaran tahunan,
pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan
RUPS.

i) Dalam melakukan pengawasan, maka Komisaris wajib mengarahkan
dan mengevaiuasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank Jambi.

]J) Mengikuti perkembangan kegiatan Bank Jambi, dan dalam hal Bank
Jambi menunjukkan gejala kemunduran, segera melapcrkan kepada
RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus
ditempuh.

r,
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k)

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabt, Dewan Komisaris membentuk :

1. Komite Audit;

2. Komite Pemantau Risiko;

3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

m) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh)

P)

q)

hari kerja sejak ditemukannya:
1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
dan perbankan.
2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha BEank Jambi.
Mengadakan rapat Komisaris serta membuat dan memelihara Berita
Acara Rapat Komisaris.
Memiliki Pedoman Perusataan yang bersifet mengikat bagi seluruh
Dewan Komisaris yang paling kurang mencantumkan :
— Pengaturan Etika kerja dan waktu kerja, sebagaimana diatur dalam
Buku Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
— Pengaturan rapat.
Mengembangkan kemampuan utama dan kemampuan teknis sesuai
dengan visi, misi dan strategi Bank Jambi yang merupakan harapan dan
keinginan dari pemegang saham.
Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta
menandatangani laporan tersebut.
Menyampaikan laporan tepat waktu kepada penerima laporan antara
lain:
1. Lapoian yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan lembaga
pemerintah (Otoritas Jasa Keuanqgan, Departemen Keuangan dll).
2. Laporan yang secara langsung khusus disampaikan kepada pihak
eksternal antara lain :
2.1 Laporan Rencana Kerja Tahunan Bank Jambi yang disusun
Direksi dan disetujui Dawan Kecmisaris dan disampaikan ke
OJK.
2.2 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja yang disampaikan oleh
Dewan Komisaris kepada OJK.
2.3 Laporan wajib lain yang berkaitan dengan kegiatan operasional
dan pengembangan usaha Bank Jambi sebagaimana diatur
ketentuan-ketentuan terkait.

3.2. Susunan Keanggotan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan terlebih dahulu mengikuti Sit and
profer test sesuai dengan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Jasa Lembaga Keuangan dan
SEOJK No. 39/SE0JK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, can Calon
Anggota Komisaris Bank serta Undang-uUndang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.

(e

/l,



fﬁ/vor'&m Delksanaan Tata Kelola 2018 Bank Jambi

3.3

e g o e ke R ek kS B B e e ok e T o o S B S ot o e At

Struktur Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi teiah
memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan
POJK tentang Tata Kelola.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan
reputasi keuangan yang memadai.

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
pada tahun 2018 berjumlah 3 (tiga) orang dengan kormposisi 1 (satu) orang
berstatus sebagai Komisaris Utama dan 2 (dua) orang berstatus sebagai
Komisaris Independen, dengan susunan sebagai berikut :

Dra. Emilia, ME. Kemisaris [tama Akta No. 78 tgl. 23 Okt 2018 Sementara

2 | Ir. Ari Karyawan Semiawan. Komisaris Indepnden Akta No. 29 tgl. 23 Okt 2018 2018 - 2021

3 | Khairul Pata, §.8us. Komisaris Independen | Akta No. 29 tgl. 23 Okt 2018 2018 - 2021

Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi komposisi, kriteria dan
independensi sesuai dengan POJK No. 55/P0OJK.03/2015 dan SE OJK No.
13/SEQJK.C3/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
sebanyak paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang
Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris 1lndependen. Bank telan
memiliki Komisaris Independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak
rnemiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan kepemilikan saham dengan Bank.

3.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga Dewan
Komisaris (Y = Ya; T = Tidak)

(ra. Emilia, ME. Komisaris
Utama
Ir. Ari Karyawan Semiawan. Komisaris S IR NS VA B VA S OV VAR I I
Khairul Pata, S.Sos. Komisaris x| iﬂ ol x| [ x| S
Independen |




3.3.2. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Anggota Dewan Kcmisaris baik secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama tidak memiliki saham baik pada PT. Bank
Pembangunan Daerah Jambi maupun pada bank dan perusahaan
lainnya. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau
menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
i | Dra. Emilia, ME. Komisaris ltama Nihil Nihil
Z | Ir. Ari Karyawan Semiawan. Komisaris Nikil Nihil
d | Khairul Pata, S.Sos. Komisaris Independen Nihil Nihil
3.3.3. Rangkap jabatan Dewan Komisaris (Y = Ya; T = Tidak)

Laporan Pelaksanaan Tats Keloln 2018 Bank Jamibi—~—-——eemeeoeooce

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1
(satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan

Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan
fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank
yang dikendalikan oleh Bank.

Dra. Emilia, ME. umisar‘is x J x v

Utama
Ir. Ari Karyawan Semiawan. Komisaris x J x J
Kirairul Pata, §.Sos. Komisaris x J x J
Independen

3.4. Pengawasan dan rekormendasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat kepada
Direksi, dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui forum rapat formai dan
informal serta rekomendasi secara tertulis. Agenda rapat diadakan secara
reguler dengan Direksi, Direktur Bidang maupun unit kerja.
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Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan
Kemisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Peamantau Risiko dan Komite
Remunerasi dan Nominasi.

Selama tahun 2018, Dewanr Komisaris telah melakukan pengawasan
terhadap kinerja bank, profil risiko, tingkat kesehatan bank, kebijakan
manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit intern/ekstern,
teknologi informasi, penerapan Tata Kelola, implementasi sistem
pengendalian intern, implementasi APU dan PPT dan lain sebagainya.
Kinerja dimaksud antara lain kinerja bulanan, Tingkat Kesehatan Bank,
Audit Intern, Penerapan Tata Kelola dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap realisasi pelaksanaan program
kerja Bank Jambi dan dalam rangka mendukung pertumbuhan yang
berkelanjutan, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal yang
perlu terus-menerus mendapat perhatian manajemen dalam upaya
perbalkan dan peningkatan kinerja Bank Jambi sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Surat Direksi Nomor : 021.01/KP.Dir perihal Proses
Pengadaan Vendor KAP untuk Audit laporan Keuangan Bank Jambhi
Tahun buku 2017 berdasarkan surat No. 03.01/DK/BJ/2018 tgl G9
Januari 2018.

2. Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Sewa gedung ATM Plaza Arafah
berdasarkan surat No.008.01/DK/BJ/2018 tgl 16 Januari 2018.

3. Tindakianjut Surat 0OJK Nomor: $-105/K0.0701/2018 perihal
permintaan informasi terkait Kinerja UUS Bank Saudara berdasarkan
surat No. 14.02/DK/BJ/2018 tgl 02 Februari 2018.

4. Persetujuan penghapusan Buku dan pelelangan Barang inventaris
kendaraan Roda 4 yang nilai Bukunya Rp. 0 (Nol Rupiah) berdasarkan
surat No. 020.02/DK/BJ1/2018 tgl 22 Februari 2018.

5. Tindaklanjut atas surat Direksi No. 211.03/Xp.Dir perihal Rencana

Panerbitan Obligasi PT. BPD Jambi Berdasarkan Surat No.

25.03/DK/BJ1/2018 tgl 26 Maret 2018.

Persetujuan perpanjangan sewa Rukc KCP Rantau Panjang berdasarkan

Surat No. 030.04/DK/BJ/2018 tgl 16 April 2018.

7. Penunjukan Konsultan Pelaksana Assesment Calon Dewan Komisaris
Utama dan Komisaris Independen PT. BPD Jambi berdasarkan surat No.
41.05/DK/B1/2018 tgl 30 Mei 2018.

8. Persetujuan perjanjian kerjasama antara PT. Alto Network dengan PT.
BPD Jambi tentang penambahan Lembaga Switching Bank Jambi
berdasarkan surat No. 44.06 /DK/B1/2018 tgl 28 Juni 2018.

9. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank PT. BPD Jambi Tahun 2018-

_C,'\

10. Laporan Permintaan Divisi Treasury dan dana, berdasarkan surat No.
055A.07/DK/B1/2018 Tgl 25 Juli 2018.

11. Persetujuan Revisi Buku Pedoman Identifikasi Risiko PT. BPD Jambi
berdasarkan surat No. 063.08/DK/BJ/2018 tgl 21 Agustus 2018.

2%
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12. Persetujuan Perjanjian Kerjasama 3 pihak dalam penyaluran dana
peremajaan perkebunan kelapa Sawit berdasarkan surat No.
070.09/DK/B1/2018 tgl 03 September 2018.

13. Persetujuan Perpanjangan Perjanjian Sewa Ruang ATM Bank Jambi di
Swalayan Melati Bangko Berdasarkan surat No. 073.09/DK/BJ/2018 tgl
27 September 2018.

14. Pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
berdasarkan surat No. 075.10/DK/BJ1/2018 tgl 02 Oktober 2018.

15. Persetujuan Sewa Beli Perangkat Perekam Transaksi Pajak Online ,
berdasarkan surat No. 83.10/DK/BJ/2018 tg! 12 Oktober 2018.

16. Persetujuan Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Bank Jambi
dengan PT. Estika Yasakelola Berdasarkan surat No. 94.11/DK/BJ/2018
tgl 05 November 2018.

17. Informasi dari Divisi Dana dan Treasury berdasarkan surat No.
090.11/DK/BJ/2018 tgl 28 November 2018.

18. Persetujuan Pemberlakuan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko
Kredit PT. BPD Jambi berdasarkan surat No. 97.12/DK/BJ/2018 tgl 28
Desember 2018.

3.5. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 3 (tiga) bulan sekali atau
4 kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berupa rapat
internal Dewan Koemisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
atau Direktur Bidang.

Ora. Emilia, ME. Komisaris Utama
Ir. Ari Karyawan Semiawan. Komisaris Independzn 3 12%
Khairul Pata, 8.80s. Komisaris Independen 3 12%

Masih kecilnya kehadiran rapat kedua Komisaris Independen dikarenakan
Kedua Komisaris tersebut baru diangkat oleh RUPS terhitung pada tanggal
23 Oktober 2018 sebagaimana Akta Notaris No. 29 tanggal 23 Oktober
2018.

3.6. Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris

Pemberian remunerasi dan fasilitas iain mengacu kepada keputusan dari
pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite
Remunerasi dan Nominasi. Proses penetapan remunerasi didasarkan pada
hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan
hal sebagai berikut:

he
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= Berdasarkan peer group;
« Mempertimbangkan kinerja perusahaan;
= Metode Remunerasi Variabel disusun berdasarkan kinerja dan risiko.

Hasil kajian tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disahkan
ke dalam RUPS. Totai remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris
selama tahun 2018 meliputi gaji dan kompensasi lainnya termasuk tantiem
adalah sebesar Rp.1.771 juta.

(dalam jutaan)

Gaii

THR | an
Tunjangan lainnya | 10
Jasa Produksi 218 3 1403
Total 3 1780

Diatas Rp.Z mlly . 3

Diatas Rp.| milyar s/d Rp.2 milyar | 1617

biatas Rp.o00jt s/d Rp. milyar - R

[tp.a00jt kebawah 7 i63

3.7. Pendidikan dan Pelatihan Dewan Komisaris

Selama tahun 2018 Dewan Komisaris telah mengikuti seminar dan
workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi dan dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas, seminar tersebut antara lain

2018-i-t Jakarta

Komisaris | Catatan Awal Tahur - The Consumer
lltama Desentralisasi Keuangan Banking School
Daerah dan Palitik APBN 2018
(Bagaimana Komite Audit
Berperan Aktif dalam
Pengawasan d BPD7)

Bra. Emilia, ME.
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Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 | Ashanda 2018-04-18 | Jakarta
tentang BUMD
Revitalisasi penerapan tata | The Consumer 2018-05-08 | Jakarta
keloia dan pencegahan Fraud | Banking School
di Perbankan (Bagaimana
Bank-bank Menerapkan Tata
Kelola Sesuai PIJK
aa/POJK.03/2016 N
Workshop Good Corporate | ASBANDA 2018:08.08 | Batam
Governance  BPD  se-
Sumatera
Workshop  Pendanaan  BPD | Asbanda 2018.10.25 Jakarta
Melalui Penawaran di pasar sd. 7k
modal
Rakerwil Dan Munas FKOK | FKOK 2018:11:14 Pontianak
BPD I
Warkshap Hapus Buku, Hapus | RM Guard 20184207 Jakarta
Tagih.agunan yang Di amhil
Alih (AYDA)
Warkshop Fit & Proper test | RM Guard 20181212 sd | Jakarta
validasi tata cara pengusulan 13
untuk FIT & Proper
Rapat  Koordinasi  Dan | Pl. Aurora Mitra | 20812.22 sd | Garut, Jawa
Penetapan Program Kerja Konsultan 24 darat
Seminar Implementasi | 0JK 20181217 Jakarta
prudential
Ir. Avi Karyawan | Komisaris | Rakerwil Dan Munas FKDK | FKDK 20181114 Pantianak
Semiawan, Independen | BPD §I
Seminar Nasional The Consumer | 20(8:11:22 Jakarta
Banking school
T Seminar FKOKP Untuk Level | FKOKP 208128 | Jakarta
Pengurus Gank
Rapat  Koordinasi  Dan | PT. Aurora Mitra | 2018/2.22 sd | Garut, Jawa
Penetapan Program Kerja Konsultan 24 Harat
Khairui Pata, Komisaris | Rapat  Koordinasi  Dan | PT. Aurora Mitra | 20131222 sd | Garut. Jawa
SSes. Independen | Penetapan Program Kerja Knnsultan 24 Harat
21




IV. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DIBAWAH DEWAN
KOMISARIS

1. Komite Audit

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik PT. Bank
Pembangunan Daerah Jambi telah membentuk Komite Audit yang bertugas
membantu Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Umum.

1.1. Tugas dan tanggungjawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank Jambi telah sesuai
dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017
tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu melakukan
evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai
kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan
keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik
dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit paling

kurang melakukan evaluasi antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka
menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan
nroses pelaporan keuangan.

2. Review dan diskusi atas perencanaan audit tahunan dengan SKAL

3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit
dan/atau rekomencasi dari hasil pengawasan OJK, auditor intern,
auditor ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan
Komisaris.

4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik
dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

5. Melakukan review atas kecukiipan tindak lanjut atas temuan audit
intern, ekstern dan regulator.

1.2. Susunan Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit Bank Jambi berjumlah 3 (tiga) orang
yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris
Independen dan 2 (dua) orang anggcta yang berasal dari Pihak
Independen diluar Bank Jambi, dengan susunan sebagai berikut :



I | Khairul at S.80s. Ku e
Z | Rehayu, SE M.Sc, AkC.A Anggota
3 | Firmansyah Putra, SH. MH Anggota

i.3. Independensi anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen. tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham
dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali,
anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau nubungan
keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang
dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

1.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T
= Tidak)

airul Fata, v.o0s. tua

2 | Rahayu, SE, M.Sc, Ak.C.A Anggota CO R I B B VR O VR B IRV B )

3 | Firmansyah Putra, SH. MH Anggota x VN I VA I VAR IO B VA B

1.3.2. Kepemilikan saham

7 | Rahayu, SE. M.Sc. Ak. C.A Anggota Nihil Nihil
3 | Firmansyah Putra, SH. MH Anggota Nihil Nihil




1.4.

1:5;

1.3.3. Rangkap jabatan (Y =Ya; T = Tidak)

haiIFata, ns. Ketua . TR J

2 | Rehayu, SE M.Sc, Ak. CA Anggota x J x J
3 | Firmansyah Putra, SH. MH Anggota x J x /

Rapat Komite Audit

Komite Audit telah mengadakan rapat secara berkala, selama tahun
2018 Komite Audit mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali
dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit
tercantum pada tabel di bawah.

[ Khairul ta, 3.50s. Ketua v 7. T 20%

Rahayu, SE M.Sc, Ak.LA Anggota 12 [00%
Firmansyah Putra, SH.MH Anggota 12 100%

Kegiatan dan laporan kerja Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit telah melakukan evaluasi atas
laporan audit intern yang mencakup audit rutin dan audit khusis serta
laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Evaluasi tersebut disertai
saran/rekomendasi telah disampaikan seluruhnya kepada Dewan
Komisaris. Di samping itu, Komite Audit juga telah menyampaikan
laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam
rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Komite Audit memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan
audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank Jambi,
auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan
otoritas lainnya.

Kegiatan Komite Audit dalam tahun 2018 dilakukan dalam bentuk
pertemuan dalam rangka mengikuti Rapat Direksi dan Komisaris,

ot
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Rapat Komisaris dan Direksi, Rapat Komisaris, pembahasan hasil
evaluasi Komite Audit, hasil pertemuan Komite Audit dengan satuan-
satuan kerja serta hasil kegiatan lainnya.

Beberapa hasil pengawasan yang dilakukan dari kegiatan Komite Audit
dalam tahun 2018 berupa memo-memo hasil kajian dan rekomendasi
yang dilakukan, antara lain :

1. Program Kerja tahunan Komite Audit Tahun 2018 berdasarkan
memo No. 02/KA/B1/2018.

2. Analisis atas penyampaian program kerja Audit Tahunan (PKAT)
Divisi Skai Tahun 2018 berdasarkan Memo No. 05/KA/B1/2018 tgl
16 Januari 2018.

3. Sewa Kendaraan Dinas Direksi, berdasarkan Memo No.
08A/KA/B1/2018 tgl 23 Februari 2018.

4. Analisis atas pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan Umum
tahun 2017 berdasarkan Memo No. 09/KA/B]/2018 tgl 02 Maret
2018.

5. Persetujuan perjanjian kerjasama antara Badan Pengelola
Keuangan Haji dengan Bank Penerimaan setor Biaya
Penyelenggaran Ibadah  Haji, berdasarkan memc  No.
10/KA/BJ1/2018 tgl 12 Maret 2018.

6. Kebutuhan Laporan Informasi mengenai struktur organisasi dan
pelatihan Divisi Skai Berdasarkan memo No. 14/KA/BJ/2018,tgl
21 Maret 2018.

7. Persetujuan sewa ruko untuk KCP Rantau Panjang berdasarkan
memo No. 16/KA/B1/2018 tgl 12 April 2018.

8. Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh
KAP Doli, Bambang, Sulistivanto, Dadang & Ali atas laporan
keuangan PT. BPD Jambi untuk periode yang berakhir 31
Desember 2017 berdasarkan memo No. 18/KA/Bj/2018 tg! 24
April 2018.

9. Persetujuan Dewan Komisaris terhadap perjanjian kerjasama
antara PT. Alto dan PT. BPD Jambi berdasarkan memo No.
20/KA/B1/2018 tgl 2€ Juni 2018.

10. Tindaklanjut atas surat BI tentang pemenuhan kewajiban PT. BPD
Jambi dalam rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional
berdasarkan memo No. 21/KA/BJ/201i8 Tgl. 09 Juli 2018.

11. Permohonan persetujuan BPP Perlindungan Konsumen PT. BPD
Jambi, berdasarkan memo No. 24/KA/BJ/2018 tgl 29 Agustus
2018.

12. Penyampaian tindaklarnjut Komitmen berdasarkan memo No.
25/KA/B1/2018 tgl 03 Septeptember 2018.

13. Persetujuan Revisi Buku Pedoman ATM dan KPMM, berdasarkan
memo No. 29/KA/BJ1/2018 tgl 28 September 2018.

14. Sewa Beli Perangkat Perekam Transaksi Pajak Orline,
berdasarkan memo No. 30/KA/BJ/2018 tgl 12 Oktober 2018.

15. Sewa Kendaraan Dinas Bank Jambi berdasarkan memo No.
31/KA/BJ1/2018 tgl 02 November 2018.
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16. Sewa Beli Gedung KCP Angso Duo, berdasarkan memo No.
32/KA/B1/2018 tgl 25 November 2018.

17. Perjanjian Kerjasama tentang penerimaan pembayaran paiak
berdasarkan memo No. 33/KA/BJ 2018 tgl 27 November 2018.

18. Perjanjian Kerjasama BPJS dengan PT. Bank Pembarigunan

Daerah Jambi berdasarkan memo No. 34/KA/BJ/2018 tgl 06
Desember 2018.

2. Komite Pemantau Risiko

Dalam rangka mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik
sebagaimana yang diamanahkan dalam POJK No. 55/P0OJK.03/2016 dan
SEOJK No. 13/5EO0IJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Keloia bagi Bank

Umum, Direksi dan Komisaris Bank Jambi telah membentuk Komite
Pemantau Risiko.

2.1. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko
Sebagai salah satu bentuk pertanggungawaban Komite Pemantau
Risiko, selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah
melaksanakan tucas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko.

b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen
risiko dengan pelaksanaan kebijakan tercebut.

c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite
Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk
rnemberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

d. Memantau laporan Profil Risiko.

e. Memantau risiko yang terjadi serta rencana perbaikan (Action
Plan).

2.2. Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Susunan Anggota Kcmite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 orang
Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 orang dari Pihak
Independen sebagai anggota, dengan susunan sebagai berikut :

Ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc, tua

~1

{ira. Susfayetty, Msi.Ak.C.A Anggoia

3 | Yor Patrik Nazda, SE, M.Si Angnota
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2.3.

Independensi anagota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak
independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang
saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota
Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan

saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan
bertindak independen.

2.3.1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T
= Tidak)

Ketua J i J J

Ir. Ari Karyawan Semiawan.

2 | Dra. Susfayetty, Msi, AkC A | Anggota x Ve [ x| ] = [ x [ I =] d

3 | Yor Patrik Nazda, SE. M.Si Anggota x Sl oo [ )] = [ S| = [F] %] d

2.3.2. Kepemilikan saham

Ir. Ari KayawanSiawan. Ketua liii Nihil
2 | Dra. Susfayetty, Msi, AkC.A | Anggota Nihil Nihil
3 | Yor Patrik Nazda, SE, M.Si Anggota Nihil Nihil

2.3.3. Rangkap jabatan (Y = Ya; T = Tidak)

", ATI NETYaWaD oBmiawai.

2 | Dra. Susfayetty, Msi, AKCA | Anggota * J x J

3 | Yor Patrik Nazda, SE, M.Si Anggota x J x J
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2.4,

2.5.

Rapat anggota Komite Pamantau Risiko

Rapat-Rapat yang dilakukan oleh Kamite Pemantau Risiko pada tahun
2018 telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu rapat-rapat
dengan :

1) Rapat Direksi - Komisaris
2) Rapat dengan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
3) Kegiatan rapat Lainnya

Ir. Ari Karyawan Semiawan. Ketua 3 25%
Dra. Susfayetty, Msi, Ak.C.A Anggota 12 I00%
Yor Patrik Nazda, SE, M.Si Anggota 12 100%

Kegiatan dan laporan kerja Komite Pemantau Risiko

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Komite Pemantau Risiko

bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Kegiatan-kegiatan

Komite Pemantau Risiko tahun 2018, terdiri dari rapat-rapat internal

maupun rapat dengan unit-unit kerja terkait. Memo-memo hasil kajian,

pemantauan dan pengawasan yang dilakukan antara lain sebagai
berikut :

1. Kredit kepada Pihak terkait An. Imawan Satrya berdasarkan memo
No. 05/KPR/BJ1/2018 tgl 31 Januari 2018.

2. Risalah Rapat Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Pembangunan
Daerah Jambi, berdasarkan Memo No. 06/KPR/B1/2018.Tgl 31
Januari 2018.

3. Risalah Profil Risiko Triwulen IV Tahun 2017 berdasarkan Memo No.
07/KPR/BJ1/2018 tgl 31 Januari 2018.

4. Laporan Pelaksanaan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
Semester 2 Tahun 2017 berdasarkan Memo No. 08/KPR/B3/2018 tgl
01 Februari 2018.

5. Persetujuan Percetakan ATM Berlogo Nasional, berdasarkan Memo
No. 11/KPR/BJ1/2018 tgl 26 Maret 2018.

6. Permintaan Data berdasarkan Memo No. 12/KPR/BJ/2018 tgl 06
April 2018.

7.Tindak Lanjut iaporan Audit PPATK Dberdasarkan Memo No.
14/KPR/B1/2018 tgl 16 April 2018.

8. Kredit kepada Pihak Terkait An. Arief Munandar berdasarkan Memo
No. 15/KPR/BJ/2018 tgl 18 April 2018.

9. Kredit kepada Pihak Terkait CV. Kyndo Perkasa Berdasarkan Memo
No. 18/KPR/BJ/2018 tgl 11 Mei 2018.

@#iﬁ
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10. Kredit kepada pihak terkait An. Asnah berdasarkan Memo No.
20/KPR/BJ/2018 tgl 23 Mei 2018.

11. Laporan Kepatuhan berdasarkan Memo No. 21A/KPR/BJ/2018 tgl
13 Juli 2018.

12. Kredit kepada pihak terkait An. Zulfikar berdasarkan Memo No.
27/KPR/BJ/2018 tgl 19 Juli 2018.

13. Kredit kepada pihak terkait An. Abdul Ajis berdasarkan Memo No.
28 /KPR/BJ/2018 tgl 23 Juli 2018.

14. Kredit kepada pihak terkait An. Edi Lastono berdasarkan Memo No.
30/KPR/BJ1/2018 tgl 24 Juli 2018.

15. Kredit kepada pihak terkait An. Hendri berdasarkan Memo No.
33/KPR/B1/2018 tgl 27 Juli 2018.

16. Kredit kepada pihak terkait An. Husni Roni berdasarkan Memo No.
34 /KPR/B]1/2018 tgl 9 Agustus 2018.

17. Laporan Tingkat Kesehatan Bank PT. Bank Pernbangunan Daerah
Jambi berdasarkan Memo No. 37/KPR/B1/2018 tgl 16 Agustus
2018.

18. Laporan Pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan semester I tahun 2018 berdasarkan memo No.
38/KPR/BJ/2018 tg! 21 Agustus 2018.

19. Evaluasi Self Assessment tata Kelola PT.BPD Jambi posisi Juni
2018, berdasarkan memo No. 35A/KPR/BJ1/2018 tgl 15 Agustus
2018.

20. Laporan Pelaksanaan Tugas Membawahi kepatuhan bulan Juli
2018, berdasarkan memo No. 40/KPR/B]/2018 tgl 05 September
2018.

21. Laporan Tugas Dir. Kepatuhan posisi Agustus 2018, berdasarkan
memo No. 44/KPR/BJ]/2018 tgl 03 Oktober 2018.

22. Kredit kepada pihak terkait An. Kajang Lako berdasarkan Memo
No. 52 /KPR/B1/2018 tg! 21 November 2018.

23. Kredit kepada pihak terkait An. Alfian berdasarkan Memo No.
54/KPR/BJ1/2018 tgl 19 Desember 2018.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan
Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan,
khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan
nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan azas
keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3.1. Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi :
a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
- Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk
disampaikan kepada RUPS

o b
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3.3

- Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai
secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi mela'ui
Dewan Komiisaris.

c) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta
prosedur pemilinan dan/atau penggantian anggota Dewan
Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

d) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan
Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk
disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2018
sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris
Independen salah satunya sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris
Utama dan 1 (satu) orang dari unsur Pegawai yaitu Kepala Divisi
Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut :

ir. Ari Karyawan Semiawan, M.Sc. Ketua
2 | Dra. Emilia, ME. Anggota
3 | Khairui Pata, S.Sos. Anggota
4 | Kadiv Sumber Daya Manusia Anggata

Independensi anggeta Komite Remunerasi dan Nominasi

Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada umumnya berasal
dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan,
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan pemegang saham pengendali, anggota sesama Dewan
Komisaris dan/atau dengan anggota Direksi; atau hubungan keuangan
dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat
mempengaruhi kemampuan bertindak independen, disamping itu
anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

a. Tidak terdapat Direksi Bank maupun Direksi Bank lain yang

b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi juga merangkap sebagai
Ketua pada Komite lain yaitu Komite Pemantau Risiko, akan tetapi
perangkapan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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3.3.1.

Ir. Ari Karyawan Semiawan.

ua

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga (Y = Ya; T
= Tidak)

2 | Dra. Emilia, ME. Anggota x J| x| ] = % | o

3 | Khairul Pata, 8.8os. Anggota x Il = |Jd|~ x [/

4 | Kadiv SOM Anggota x J| x| V] = x |
3.3.2. Kepemilikan saham

Ketua

Niil

Ir. Ari Karyawan Semiawan.
2 | Dra. Emilia, ME. Anggota Niliil Nihil
3 | Khairul Pata, §.80s. Anggota Nihil Nihil
4| Kadiv SOM Anggota Niil Niil

Rangkap jabatan (Y

= Ya; T = Tidak)

Ketua

2 | Dra. Emilia, ME.

Anggota

3 | Khairul Pata, 3.80s.

Anggota

4 | Kadiv SOM

Anggata
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2.4,

2.5,

Rapat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2018, Komite Remunerasi telah mengadakan rapat

sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan tingkat kehadiran ketua dan
anggota sebagai berikut :

Ir. Ari Karyawan Semiawan. Ketua 1% |

Dra. Emilia, ME. Anggota § 100%

Khairul Pata, 8.80s. Anggata 0 0%

Kadiv SDM Anggota g 100%

Kegiatan dan laporan kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT.
Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tahun 2018. Komite
Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan beberapa kegiatan
dalam bentuk rapat, memberikan rekomendasi dan kegiatan-kegiatan
lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan
Nominasi, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat dengan Agenda Verifikasi kelengkapan
persyaratan umum bakal calon Komisaris Utama dan Komisaris
independen tgl 05 Juni 2018.

2. Merekomendasikan nama-nama Bakal Calon Komisaris Utama dan
Komisaris Independen untuk disampaikan kepada Rapat Umum
Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

3. Pelaksanaan Rapat dengan Agenda Verifikasi kelengkapan
persyaratan Umum bakal calon Komisaris Utama tgl 24 September
2018.

4. Pelaksanaan Rapat dengan Agenda Pembahasan hasil Keputusan
Rapat RUPS tgl 23 Oktober 2018.

V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE DIBAWAH DEWAN
DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko,

Komite lainnya yang fungsinya memberikan rekomendasi kepada Direktur

Utama.
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1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risikc bertugas membantu Direksi untuk mengetahui
mengenai keragaman risiko dan menyakini bahwa seluruh risiko telah
diidentifikasi, diukur , dipantau dan dikendalikan baik untuk risiko yang
dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak dapat dikuantifikasikan serta
mengurangi dan mengeiiminir risiko yang terjadi pada Bank

2. Komite Asset Liability

Asset Liabilities Committee (ALCO), dibentuk untuk menyusun kebijakan
dan membuat keputusan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan
keuangan dan kewajiban keuangan Bank Jambi.

3. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan yang mempunyai fungsi pokok merumuskan
kebijakan perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan,
memantau perkembangan kondisi portofolio perkreditan, memberikan
saran-saran langkah perbaikan kebijakan perkreditan dan melakukan kajian
berkala terhadap kebijakan perkreditan Bank.

4. Komite Pengarah Teknologi

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tugas, wewenang dan
tanggung jawab sebagaimana fungsinya yang memberikan masukan kepada
Direktur Utama dalam rangka penataan fungsi komputerisasi dan
penyelenggaraan Tekno!ogi Informasi.

VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat
Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank
dan/atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan transaksi
yang mengandung benturan kenentingan dimaksud dalam setiap keputusannya.

Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara
kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik,
anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan/atau
pihak terkait dengan Bank, seperti pemberian perlakuan istimewa kepada
pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta
pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang
beriaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan
kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya
keuntungan Bank.
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ViI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Fungsi Kepatuhan.

Serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk
memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta
kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk Prinsip Syariah bagi unit usaha syariah, serta memastikan
kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pangawas lain yang berwenang.

Untuk itu Bank selailu berusaha meningkatkan pemahaman Budaya
kepatuhan kepada seluruh Unit Kerja dan jaiaran Organisasi sampai
kepada aktivitas bisnis paling terdepan.

Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi
Kepatuhan Bank Umum, maka Direktur Kepatuhan ditugaskan untuk

menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan
kepatuhan Bank

Tugas dan tanggungjawab Direktur Kepatuhan, diantaranya sebagai

berikut :

- merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan
Bank;

- mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang
akan ditetapkan oleh Direksi;

- menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan
untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

- memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai
dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

2. Laporan Kepatuhan (Compliance Report)

Pelaporan kepada OJK mengenai Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur
Kenatuhan telah terlaksana secara rutin persemester. Laporan kepatuhan
tersebut mencerminkan kepatuhan Bank Jambi terhadap hukum dan
peraturan perundangan yang berlaku.

Ketidakpatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan perundangan dapat
berakibat sanksi dari pihak reguiator sehingga dapat menurunkan reputasi
Bank dimata stakeholders. Karena itu, Bank selalu tetap menjaga agar
terhindar dari segala bentuk sanksi, baik teguran tertulis, penurunan
tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta
pemberhentian pengurus bank.
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Atas dasar ini, fungsi kepatuhan Bank menjadi amat penting untuk
mendukung pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi sesuai dengan
perkembangan usaha baik sekarang maupun yang akan datang. Seluruh
potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi dapat

termitigasi dengan baik, sehingga dapat meminimalkan Risiko Kepatuhan
bagi Bank.

Seluruh jajaran Bank wajib memahami seluruh ketentuan perundangan
yang berlaku untuk setiap fungsi operasional sehari-hari. Dengan
demikian, kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu di Bank
dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari Divisi Kepatuhan dan
Manajemen Risiko. Budaya Kepatuhan (Compliance Culture) merupakan
unsur periting dari seluruh kegiatan yang dilakukan cleh Barnk mulai dari
jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah.

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko mengkoordinir pelaksanaan
fungsi kepatuhan dan memastikan pemahaman jajaran Bank terhadap
seluruh aturan telah terimplementasi dengan baik melalui praktek
perbankan yang sehat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

3. Penerapan Kepatuhan

Penerapan Kepatuhan Bank sudah berjalan dengan cukup baik, dimana
telah ditetapkan salah satu Direksi menjadi Direktur Kepatuhan melalui
RUPS sesuai ketentuan OJK, dan dalam penerapan fungsi kepatuhan telah
mempunvai unit kerja Bidang Kepatuhan yang terdapat pada Divisi
Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Tingkat kepatuhan Bank Jambi pada semester I dan semester II tahun
2018 Cukup Baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemastian
kepatuhan terhiadap seluruh operasional Bank Jambi yang dikoordinir
Direktur Kepatuhan berikut jajaran di bawahnya yaitu Divisi Kepatuhan
dan Manajemen Risiko serta Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang (APU)
dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) berjalan dengan Cukup Baik.

4. Sistem Kepatuhan
Sistem Kepatuhan Bank Jambi dilaksanakan melalui serangkaian prcses
dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank Jambi terhadap regulasi
yang berlaku

5. Prosedur Kepatuhan (Compliance Procedure)

Dimaksudkan untuk membangun awareness segenap jajaran Bank Jambi
terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (compliance procedure)
di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
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6. Pengujian Kepatuhan

Pengujian Kepatuhan (Compliance Review) adalah memastikan setiap
ketentuan, Kebijakan dan Standar Operating Prosadur Bank Jambi seialan
dengan regulasi yang berlaku baik Undang-undang maupun peraturan-
peraturan yang berlaku lainnya.

7. Monitoring & Supporting

Pelaksanaan Monitoring dan Supporting Kepatuhan Bank Jambi selama

tahun 2018, meliputi:

- Penyusunan !aporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
Kepatuhan periode bulanan yang disampaikan kepada Direktur Utama
dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Divisi SKAIL.

— Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur
Kepatuhan periode semesteran yang disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur
Utama dan Divisi SKAI.

- Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan pemantauan
terhadap komitmen-komitmen yang dibuat oleh Unit Kerja kepada
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Otoritas Pengawas lainnya telah
disampaikan sesuai dengan ketentuan.

VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pelaksariaan fungsi audit interrn berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi
Audit Intern Bank (SPFAIE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank
indonesia MNo. 1/6/PBI/199% dan secara konsisten telah dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Bank.

Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang
bersifat rahasia telah dilaporkan secara rutin ke OJK setiap 6 (enam) bulan
sekali. Temuan-temuan pemeriksaaan Audit Internal telah disampaikan kepada
Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan ditembuskan kepada Dirzktur
Kepatuhan, vang selanjutnya wajib ditindaklanjuti. Tindax lanjut atas temuan
Audit Internal oleh Diireksi merupakan salah satu aspek yang dievaluasi secara
berkala oleh Komite Audit Bank. Aktivitas yang telah dilakukan oleh Divisi Audit
Internal antara lain:

a) Merealisasikan audit (rutin dan non rutin/khusus) terhadap seluruh unit
kerja Cabang dan Kantor Pusat sesuai dengan target dalam Rencana Kerja
Audit Tahunan.

b) SKAI juga meiakukan audit khusus/investigatif apabiia terdapat
permasalahan yang dapat mengganggu jalannya operasional Bank,
pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dan prinsip Tata Kelola di
selurun lingkungan Bank.

c) Menerapkan mekanisme monitoring atas seluruh temuan audit yang masih
harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja (auditee).
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IX.

XI.

d) Berperan aktif sebagai mitra kerja (counterpart) auditor eksternal yaitu OJK,
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), maupun Kantor
Akuntan Publik (KAP), yaitu memfasilitasi komunikasi antara manajemen

dengan pihak auditor eksternal dan memantau tindak lanjut/penyelesaian
temuan audit ekstern.

JUMLAH PENYIMPANGAN (INTERNAL FRAUD)

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus,
pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses
kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan secara
signifikan. Signifikan dalam arti apabila dampak penyimpangannya bernilai lebih
dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Jumlah penyimpangan internal pada
tahun sebelumnya cdan tahun 2018 sebagai berikut :

| Tatal Frau

Telah Diselesaikan

Dalam Proses Penyelesaian di Intern Bank
Belum diupayakan penyelesaiannya
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Telah ditindaklanjuti melalui proses hakum

Untuk meningkatkan pencegahan internal fraud, Bank Jambi berupaya

melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penerapan punishment

b. Penyisipan arahan pencegahan fraud dalam pelatihan pegawai antara lain
melalui training;

c. Pengelolaan database tentang Rekam Jejak pejabat/pegawai Bank lambi
berkenaan dengan pelanggaran ketidakpatuhan maupun fraud;

d. Telah menerbitkan Pedoman dan Ketijakan tentang Gratifikasi.

Pz2nerapan Fungsi Audit Ekstern

Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto,
Dadang & Ali sebagai pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank Jamti
tahun 2018. Peran dari auditor eksternal adalah untuk menjamin bahwa laporan
keuangan Bank benar-benar merepresentasikan posisi dan kinerja keuangan
Bank yang sebenarnya. Auditor eksternal bertindak mewakili kepantingan
shareholders untuk mengevaluasi kinerja keuangan Bank. Laporan Audit

Eksternal juga berperan dalam rangka menjaga transparansi kondisi keuangan
Bank.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank menyadari bahwa pengaruh globalisasi industri, perkembangan ekonomi
dan perkembangan industri yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang
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semakin ketat. Kondisi ini mendorong Bank lebih proaktif mengembangkan
produk dan layanan sehingga Bank harus meningkatkan penerapan manajemen
risiko yang efisien dan efektif. Karena itu, Bank senantiasa melakukan

perbaikan dan pengembangan dalam penerapan manajemen risiko secara
berkesinambungan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan bank diharapkan dapat

memberikan manfaat berupa :

- penyediaan inforrasi yang cepat dan tepat bagi manajemen dalam
pengambiian keputusan bisnis yang mengandung risiko signifikan bagi bank;

- penyeimbangan tinakat risiko yang dihadapi dengan tingkat pengembalian

hasil yang diterima dari berbagai kegiatan bisnis bank;

pengalokasian modal bank secara efisien pada berbagai risiko yang dihadapi

bank;

- peningkatan nilai perusahaan bagi seluruh stakeholder.
1. Organisasi Manajemen Risiko

Bank telah memiliki organisasi manajemen risiko yang secara jelas
menetapkan batas wewenang dan tanggung jawab seluruh jenjang
organisasi di dalam perusahaan. Bank menerapkan prinsip pemisahan
fungsi antara satuar kerja pengambil risiko (risk taking unif), satuan kerja
pendukung (supporting unit) dan satuan kerja manajemen risiko (risk
management unit). Risk owner atas pengelolaan risiko berada pada
masing-masing unit kerja terkait.

Penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen dan kelerlibatan dari
seluruh pihak dalam organisasi. Untuk mendorong penerapan manajemen
risiko yang efektif bank memiliki Komite Manajemen Risiko. Komite
Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif
berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai arah
kebijakan dan strategi manajemen risiko perusahaan. Komite Manajemen
Risiko mempunyai tugas antara lain perumusan dan penyusunan
kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko, sehingga
kegiatan usaha bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana bisnis yang
ditetapkan.

2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan kompleksitas usaha, produk, dan jaringan
bank, eksposur risiko usaha bank semakin meningkat. Agar pengelolaan
risiko usaha tetap terkendali secara baik, bank memiliki kerangka kerja
manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi pada seluruh unit
kerja bank, diantaranya :
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Kebijakan dan Frosedur

Bank senanftiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur terkait
penerapan manajemen risiko agar sesuai dengan situasi dan kondisi
usana, termasuk iklim perbankan di Indonesia.

Q)

b. Penetapan Limit
Bank telah menetapkan limit-limit dari berbagai produk atas
kewenangan dari pejabat sebagai salah satu upaya dalam mengelola
risiko agar sesuai dengan kondisi permodalan yang dimiliki.

3. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam
mengelola risiko, untuk itu bank senantiasa meningkatkan kompetensi
seluruh pengurus dan pegawai terkait kapasitas penerapan Manajemen
Risiko. Untuk memenuhi hal tersebut serta memenuhi ketentuan OJK bank
telah mengikutsertakan pengurus dan pegawai untuk mengikuti ujian
sertifikasi manajemen risiko. Jumlah Pengurus dan pegawai bank yang
telah memperoleh sertifikasi manajemen risiko sampai dengan tahun 2018
adalah:

Level |

Level 7 W 10
Level 3 29
Level 4 I
Level § 0

4. Proses Manajemen Risiko

Banx menerapkan manajemen risiko pada seluruh aktivitas operasional
agar eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional,
risiko stratejik, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan agar
dapat terkendali secara baik.

a. Risiko Kredit

Bank harus mengelola risiko kredit secara baik dan berkesinambungan
guna menjaga portofolio aktiva produktif tetap berkualitas baik dan
memberikan keuntungan. Karena itu bank selalu menjaga agar tidak
terjadi penurunan kualitas pembiayaan sehingga Non Performing Loan
tidak melampaui limit sesuai ketentuan Otoritas.
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1). Kebijakan, Prosedur

Bank telah menerbitkan, mengkaji ulang dan mengkinikan
kebijakan, prosedur, sesuai dengan kondisi ekonomi makro,

perkembangan dunia usaha, dan perubahan regulasi pemerintah
atau Otoritas.

2). Limit Portofolio Pembiayaan

Dalam rangka mengoptimalkan tingkat pengembalian sesuai
dengan tingkat risiko yang dihadapi (risk adjusted return), bank
menetapkan limit untuk portofolio pembiayaan.

3). Monitoring Kualitas Pembiayaan

Bank memantau dan menjaga kualitas pembiayaan dengan
melakukan pemantauan atas perkembangan kualitas portofolio

pembiayaan berdasarkan segmen bisnis, sektor industri, dan
skema pembiavyaan;

b. Risiko Pasar

Dalam mengelola risiko pasar, Bank senantiasa memantau eksposur
risiko secara rutin sehingga dapat meminimalisasi kerugian akibat
pergerakan imbal hasil pasar dan perubahan nilai tukar yang tidak
menguntungkan. Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui
Pengukuran repricing gap untuk mengukur gap antara aset dan
kewajiban yang sensitif terhadap perubahan imbal hasil pasar pada
setiap jangka waktu. Bank melakukan pengukuran repricing gap secara
bulanan. Hal tersebut untuk mengetahui risiko yang dihadapi bank
apabila terjadi perubahan tingkat imbal hasil pasar.

c. Risikoe Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan ketidakmampuan

Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh tempo dalam

jangka pendek. Bank mengelola risiko likuiditas melalui penetapan

Kebijakan Manajemen Risiko dan Pedoman Pengelolaan Dana, strategi

dan contingency plan likuiditas. Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank

melakukan:

—~ penetapan limit internal Giro Wajib Minimum.

- penempatan pada instrumen keuangan Bank Indonesia dan
instrumen keuangan jangka pendek lain sebagai cadangan likuiditas
Bank.

- pengukuran kecukupan likuiditas melalui penyusunan proyeksi
cashflow dan liquidity gap secara rutin sehingga bank dapat
memanfaatkan likuiditas secara tepat dan efisien sesuai kebutuhan.
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- pemantauan rasio likuiditas antara lain dengan melakukan
monitoring rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, rasio
kewajiban antar bank, dan rasio kas terhadap dana pihak ketiga.

d. Risiko Cperasional

Bank membutuhkan pengelolaan risiko operasional secara terpadu dan
terintegrasi agar kegiatan operasional bank terpantau dan terkendali
dengan baik. Proses internal, sistem, manusia, dan kejadian eksternal
adalah faktor-faktor yang dapat memicu kejadian risiko operasiona!
yang dapat merugikan bank. Dalam mengelola risiko operasional,
antara lain Bank melakukan:

— Perhitungan kecukupan modal risiko operasional.

— Bank telah menghitung kecukupan modal risiko operasional dengan
menggunakan metode basic indicator approach yang memasukkan
unsur ATMR .

~ Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Bank menerapkan
manajemen risiko terhadap teknologi informasi (TI) vang
memegang peranan penting sebagai core banking business bank.
Manajemen risiko TI antara lain diterapkan pada proses desain
suatu pengembangan sistem sampai dengan tahap akhir. Melalui
User Acceptance Test (UAT), bank dapat mengidentifikasi dan
melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan,
sebelum sistem digunakan oleh user.

e. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko yang antara lain disebabkan
adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat,
pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang
responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal yaing akan
mempengaruhi operasional Barik.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan
aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum,
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau
kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak
dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi
Risiko Reputasi merupakan risiko yang antara lain disebabkan

adanya publikasi negatif yang terkait dengan operasional bank atau
persepsi negatif terhadap bank.
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h. Risikc Kepatuhan

Risiko Kepatuhan (Compliance Risk) yaitu risiko yaing timbul akibat
Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip
Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

5. Profil Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada
seluruh stakeholder mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank.
Profil risiko meliputi penilaian terhadap risikc inheren dan Kecukupan
Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada
kegiatan bisnis Bank, melalui analisa kuantitatif atas parameter tertentu.

Bank melakukan penilaian KPMR secara self assesment melalui analisa
kualitatif terhadap empat aspek penilaian KPMR yang meliputi pengawasan
aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebhijakan, prosedur dan
penetapan limit, kecukupan proses identifikasi perngukuran, pemantauan
dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, seita
sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Hasil penilaian masing-masing jenis risiko, periode tahun 2018, adalah
sebagai berikut :

Kredit
2 | Pasar 2 Z 5
3| Uiuidtas 2 2 :
4 | Operasional 3 . d
0 | Hukum 2 Z :
B | Stratek Z 2 ’
T | Kepatuhan Z ‘ 4
d | Reputasi Z - Z
Pradikat risika bank secara 7 7 Z
keseluruhan




XII.

XIII.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA
SKALA BESAR

PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi telah memiliki kebijakan, sistem dan

prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan
dana besar.

Penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapatkan persetujuan dari
Dewan Komisaris, Bank wajib melaporkannya dan meminta persetuiuan kepada
Dewan Komisaris tentang penyediaan dana kepada pihak terkait tersebut.
Penyediaan dana besar dan atau penyediaan kepada pihak lain yang memiliki
kepentingan terhadap Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang

berlaku sebagaimana POJK, PBI, ketentuan dan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar posisi
Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Kepada Pihak Terkait 12 2278 ‘
Kepada debitur inti : -
a. Individu al 3602.277

b. Group

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL

Dalam penerapan transparansi kondisi keuangan Bank, manajemen Bank Jambi
membuat laporan keuangan publikasi triwulan. Laporan keuangan publikasi
bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain
mengungkap hasi! penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil
operasionalnya. Disamping itu manajemen Bank Jambi juga melaporkan
kondisi Non Keuangan kepada Stakeholaers.

Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang
lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan
tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang beriaku, dengan
memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal
nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko
reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.
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X1V.

XV.

XVI.

Transparansi infermasi produk Bank yang meliputi karakieristik, manfaat, risiko
dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank
disampaikan secara memadai kepada nasabah baik secara lisan, tertulis,

penyampaian melalui website dan lain sebagainya dengan cara-cara yang etis
dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional
perbankan, maka untuk memfasilitasi timbuinya ungkapan ketidakpuasan
nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian financial yang diduga karena
kesalahan atau kelalaian Bank, telah memiliki pedoman penyelesaian
pengaduan nasabah atau konsumen dan unit kerja yang mengelola pergaduan
nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah
guna rnenjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank, dan
apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan.

Pengaduan nasabah atau konsumen dan penyelesaiannya setiap triwulan
dilaporkan ke OJK.

Pelaksanaan Tata Kelola dilaporkan secara transparan dan disampaikan kepada
share holder dan pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlakn serta dapat
diakses melalui website Bank Jambi

RENCANA STRATEGIS BANK

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menyusun rencana bisnis bank (husiness
plan) secara realistis, komprehensif, terukur dan memperhartikan prinsip kehati-
hatian (pruagent) seita mengantisipasi perubahan internal dan eksternal serta
disesuaikan dengan visi dan misi Bank.

SHARES OPTION

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi
saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan akhir Desember 2018, PT.
Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak melakukan shares option.

BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBL1GASI

Buy back shares dan buy back obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham
atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau
obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2018, PT. Bank Pembangunan Daerah
Jambi tidak melakukan buy back shares maupun buy back obligasi.
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XVII. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang
dihadapi Bank Jambi selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui
proses hukum. Permasalahan hukum yang terjadi di Bank Jambi untuk periode

Januari ~ Desember 2018 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
Nama Jumlah kasus
Jardata Pidana
Telah diselesaikan (telak memenuhi ketetapan Hukum) | 0
Dalam Proses Penyelesaian I 0 N
Total 2 0
|

XVIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SCSIAL DAN POLITIK

Bank Jambi tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi
untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian terhadap masalah sosial dan
lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab
Bank Jambi terhadap masyarakat. Penjelasan secara lebih rinci diuraikan pada

bagian Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan
2018 ini.

IXX. HASIL SELF ASSESSMENT TATA KELOLA

Pada posisi Desember tahun 2018 dari hasil kertas kerja dapat disampaikan
kesimpulan dari Self Assessment Tata Kelola sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

A. Governance Structure
@ Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah :

Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Direksi telah
memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku yang tercantum dalam :

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Umum;

2. POJK No. 27/P0OJK.03/2016 tentang tentang Penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

3. POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan
Bank Umum;

4. SE OJK No. 39/SEQJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

5. SE OJK No. 13/SE0QJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi
Bank Umum.

U("’p
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® Faktor-faktor negatif aspek governarice structuie Bank (Tidak ada)

B. Governance Process

@ Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah :
1.

2
3

7.
8.
® Faktor-faktor negatif aspek governance process BRank (Tidak ada)

C. Governance Qutcome

® Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adaiah :
1,

~N U

. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang strategis bidang

. Setiap rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan telah
. Seluruh anggota Direksi tidek memiliki saham pada Bank dan perusahaan
. Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas iain yang diterima.

. Direksi telah mengungkapkan opsi saham yang dimiliki.

. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi atau pelaksanaan tugas

Direksi telah mengangkat Komite sesuai dengan ketentuan vyang
berlaku.

Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sudah secara
independen dan sesuai dengan ketentuan Tata Kelola dan Anggaran
Dasar Bank serta perundang-undangan yang bherlaku.

Setiap temuan dan rekomendasi Audit intein, ekstern, pengawasain OJK
dan/atau otoritas lzinnya telah ditindaklanjuti oleh Dirzksi.

Direksi dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang strategis
selalu dilakukan dengan musyawarah dan mufakat melalui mekanisme
rapat Direksi.

Direksi tidak menerima remunerasi dan fasilitas lainnya selain yang
ditetapkan dalam RUPS.

Direksi tidak pernah memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi,
keluarga ataupun pihak lainnya.

Direksi tidak pernah diintervensi oleh pemilik Bank.

Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham dan pemegang saham telah menerima
pertanggungjawaban tersebut melalui RUPS.

kepegawaian kepada pegawai serta telah rmengkomunikasikan arah bisnis
Bank daiam rangka pencapaian misi dan visi.

didokumentasikan dengan baik.

lainnya dan tidak memiliki hubungan keluarga/keuangan sesama Direksi,
Komisaris maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.

Direksi.
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8. Dengan komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi yang ada,
kegiatan operasiona! Bank tidak pernah terganggu dan dapat terlaksana
dengan baik dan lancar.

e Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank ( Tidak ada )

2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

A. Governance Structure
® Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah :

Jumlah, komposisi, persyaratan dan kriteria semua Anggota Dewan
Komisaris telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku yang tercantum dalam

1. POJK No. 55/P0OJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Umum;

2. SE OJK No. 13/SEO0JK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi

Bank Umum

POIK No. 27/P0OJK.03/2016 tentang tentang Penilaian kemampuan dan

kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan;

4. SE OJK No. 39/SE0QJK.03/2016 tentang Penilaian kemampuan dan
kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.

(V3]

® Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah

Komisaris Utama masih sebagai Pejabat Sementara rmasih menunggu hasil
Fit and Profer Test dari OJK.

B. Governance Process
® Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah :

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun
sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat dan rekomendasi baik lisan
maupun secara tertulis kepada Direksi.

2. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah
mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan
strategis Bank.

3. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan
operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak
terkait dan hal-hal iain yang ditetapkan daiam Anggaran Dasar Bank
dan/atau peraturan perundangan vyang berlaku dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan.

4. Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit telah memastikan
bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari SKAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
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dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

5. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab
secare Independen.

6. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau
Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris
telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan
tugasnya secara efektif.

7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal di Kantor.

8. Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat secara berkala yang
dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan
musyawarah mufakat.

10. Dewan Komisaris tidak pernah mendapat intervensi apapun dari
Pemilik terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

@ Faktor-faktor negatif aspek governance process Bank (Tidak ada)

C. Governance Qutcome

1. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan dengan baik dan telah dibagikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi dan/atau
arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

2. Dalam iaporan pezlaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Koinisaris
telah menguingkapkan sekurangnya : (a) Tidak adanya kepemilikan
saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang
bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang
berkedudukan di dalam dan di luar negeri; (b) Tidak adanya hubungan
keuangan dan hubungan keluarga deangan anggota Dewan Kcmisaris
lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bark;
(c) Penerimaan remunerasi dan fasilitas lain; dan (d) opsi saham
(share option) yang dimiliki Dewan Komisaris

3. Peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Anggota Dewan
Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain
dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang
dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi pemangku
kepentingan (stakeholders) Peningkatan budaya pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang
perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya
yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota
Dewan Komisaris.

4. Tidak ada intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris, yang menyebabkan kegiatan operasional Bank
terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada
pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank
dan/atau menyebabkan kerugian Bank.
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3.

= Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bark ( Tidak ada )

Kelengkapan Committe

A. Governance Structure

e Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah :
» Komite Audit

1.

n

Anggota Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen,
seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau,

akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang
hukum.

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak
Independen.

nggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang
aik.

o >

» Komite Pemantau Resiko

1.

‘)’

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang Komisaris
Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang ekonomi
dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen
risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oieh Komisaris Independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan
Pihak Independen

Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan
moral yang baik.

Komite Remunerasi & Neminasi
1.

Anggota Komite Remunerasi & Nominasi terdiri dari seorang
Komisaris Utama, Komisaris Independen dan seorang Pejabat
Surnber Daya Manusia.

Pejabat SDM memiliki pengetahuan dan mengetahui Ketentuan
sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.

Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris
Independen.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan |
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keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan
keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang
Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5. Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari Direksi atau Pejabat
Eksekutif Bank

6. Rapat Komite telah dihadiri iebih dari 51% (lima puluh satu persen)
dari jumlah Anggota.

~l

Komposisi semua Komite telah memenuhi ketentuan dan tidak ada
intervensi pemilik.

® Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank (Tidak ada)

B. Governance Process

@ Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah :
1. Komite Audit

a. Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan
pelaksanaar audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam
rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan
proses pelaporan keuangan.

b. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan
Publik dan KAF sesuai ketentuan vang berlaku kepada RUPS melalui
Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko

a. Komite Pemantau Risiko telah mengevaluasi kebijakan dan
pelaksanaan manajemen risiko.

b. Komite Pemantau Risiko telah memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja
Manajemen Risiko (SKMR).

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Komite Remunerasi dan Nominasi telain melakukan evaluasi dan
menyampaikan kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan
Komisaris kepada RUPS serta remunerasi Pejabat Eksekutif dan
Pegawai kepada Direksi.

b. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyusun sistem, serta
prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

b 1



4. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
5. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara

terbanyak selama ini belum ada dissenting opinions yang terjadi secara
jelas.

6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan
secara optimal oleh Dewan Komisaris.

7. Pemilik tidak pernah melakukan intervensi terhadap peiaksanaan tugas
komite terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar
kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau
calon anggota Dewan Kornisaris yang tidak sesuai dengan prosedur
pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.

@ Faltor-faktor negatif aspek governance process Bank adalah ( Tidak ada )

C. Governance QOutcome
@ Faktor-faktor positif aspek governance outcome Bank adalah :

Setiap hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan telah
didokumentasikan dengan baik juga masing-masing Komite telah
melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

® Faktor-faktor negatif aspek governance outcome Bank (Tidak ada)

4. Penanganan Benturan Kepentingan

A. Governance Stiucture
® Faktor—-faktor positif aspek governance structure Bank adalah :

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai Penanganan
Benturan Kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai.

@ Faktor-faktor negatif aspek governance structure ( Tidak ada )

B. Governance Process
® Faktor-faktor positif aspek governance process, Bank adalah :

Pada periode laporan tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari
anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

® Faktor-faktor negatif aspek governance process, Bank ( Tidak ada )
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C. Governance Outcome
@ Faktor-faktor positif proses governance outcome, Bank adalah :

Kegiatan operasional bank tidak pernah diinterverisi pemilik atau pihak
terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang
dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

e Faktor-faktor negatif aspek governance outcome, ( Tidak ada )
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Governance Structure
® Faktor-faktor positif aspek governance structure, Bank adalah :
1. Satuan kerja kepatuhan Independen terhadap satuan kerja operasional

2. Pengangkatan, pemberhentian/ pengunduran diri Direktur vyang
membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan otoritas
perbanlkan dan peraturan yang berlaku

3. Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja Kepatuhan cukup berkualitas
untux menyelesaikan tugas secara efektif.

® Faktor-faktor negatif aspek governance structure, bank (Tidak ada)

B. Governance Process
® Faktor-faktor positif aspek governance process Bank adalah :

1. Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap |
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;

2. Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab secara bulanan kepada Direktur Utama;

3. Direktur Kepatuhan telah merumuskan strategi guna mendorong
terciptanya budaya kepatuhan Bank;

4. Direktur Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan atau
prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

5. Direktur Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan,
ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan
Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan;

6. Penunjukkan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah
sesuai dengan ketentuan;

n
39



Laporan NN R A L ——

7.

10. Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan upaya untuk memastikan

® Faktor-faktor negatif aspek governance process, Bank ( Tidak ada )

C. Governance Outcome

® Faktor-faktor positif aspek Governance Outcome, Bank adalah :
1.

2.

® Faktor-faktor negatif aspek Governance Outcome, Bank adalah :
Masih adanya sanksi denda oleh regulator pada periode laporan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Governance Structure

e Faktor-faktor positif aspek governance structure, Bank adalah :
1.

(9]

HoW

. Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern bank.
. Kelembagaan Divisi SKAI Independen terhadap satuan kerja operasional.

.SDM yang ada pada Divisi SKAI cukup berkualitas untuk menyelesaikan

Direksi telah menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk
dokumen fermal tentang fungsi kepatuhan yang efektif dan
bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan,
pedoman, sistem, dan prosedur keseluruh jenjang organisasi terkait;

Direksi bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang

efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank
secara keseluruhan;

Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kaji ulang dan/atau
merekomendasikan pengkinian dan penvempurnaan kebijakan,
ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oieh Bank agar
sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan;

bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha

Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundangan-
undangan.

Laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Struktur organisasi Divisi SKAI sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

tugas secara efektif.

N
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e Faktor-faktor negatif aspek Governance structure, Bank (Tidak ada)

B. Governance Process
® Faktor-taktor positif aspek Governaince process, Bank adalah :

1. Hasil temuan audit intern telah ditindaklanjuti oleh Direksi sesuai
dengan arahian Dewan Komisaris.

2. Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan
serta kedalaman pemariksaan telah memadai dan dilakukan
pemeriksaan dengan System RBA ( Risk Based Audit ).

3. Divisi SKAI telah melaksanakan fungsi audit secara independen dengan

cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan
maupun pemantuan hasil audit.

4. Divisi SKAI telah melaksanakan tugas yang meliputi kecukupan sistem,
efektivitas sistem dan efektivitas kinerja.

5. Divisi SKAI telah melaporkan hasil pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

e Faktor-faktor negatif aspek governance process, Bank ( Tidak ada )

C. Governance Outcome
® Faktor-faktor positif aspek governance outcome, Bank adalah :

1.Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah
dipertanggung jawabkan oleh Direksi kepada RUPS.

2.Temuan hasil pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh auditee sesuai
komitmen yang ada.

3.SKAI telah bertindak objektif dalam melakukan audit.

4.Program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang
pelaksanaannya mempertirnbangkan tingkat risiko pada masing-masing
unit kerja.

® Faktor-faktor negatif aspek governance outcome, Bank adalah :

Masih terdapat beberapa temuan yang berulang.
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8. Penerapan Audit Ekstern
A. Goverr:.ance Structure
® Faktor-faktor positif aspek governance structure, Bank adalah :

Penugasan audit pada akuntan publik dan KAP telah memenuhi aspek-
aspek yang ada antara lain dengan melihat kapasitas KAP yang ditunjuk
dan kerjasama yang diadakan telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama
yang diantaranya mencakup ruang lingkup audit.

® Faktor-faktor negatif aspek governance structure, Bank adalah (Tidak
ada)

B. Governance Process
® Faktor-fakter positif aspek governance process, Bank adalah :

1. Penunjukkan Akuntan Publik dan KAP telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan terdaftar di OJK.

2. Penunjukkan akuntan telah disetujui dalam RUPS dan atas rekomendasi
Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

3. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan otoritas perbankan
mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan
pelaksanaan audit.

4. Akuntan publik telah  melaksanakan audit secara independen dan
profesional.

@ Faktor-faktor negatif aspek governance process , Bank adalah (Tidak ada)

C. Governance outcome
e Faktor-faktor positif aspek governance outcome, Bank adalah :
1. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Auditor telah bertindak objektif dalam melakukan audit.

® Faktor-faktor negatif aspek governance outcome, Bank adalah (Tidak
ada)

8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern.
A.Governance Structire

® Faktor-faktor positif aspek governance structure, Bank adalah :

1. Bank telah memiliki struktur organisasi SKAI, SKMR, Komite Manajemen
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Risike dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk mendukung penerapan risiko
dan pengendalian intern.

2. Bank telah memiki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang

memadai, misalnya adanya batasan wewenang dalam hal pemutusan
pemberian kredit.

® Faktor-faktor negatif aspek governance structure, Bank adalah (Tidak
ada)

B.Governance Process
@ Faktor-faktor positif governance process, Bank adalah :

Dewan Komisaris dan Direksi telah memiiiki tugas dan tanggungjawab yang
jelas yang diatur dalam kebijakan umum peirusahaan, anggaran dasar bank

dan peraturan yang terkait lainnya tentang Kebijakan, Strategi dan
Kerangka Manajemen Risiko.

@ Faktor-faktor negatif governance process, Bank adalah : ( Tidak ada )

C. Governance QOutcome

® Faktor-faktor positif aspek governance outcome, Bank adalah :

1.Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuvai dengan
tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan
Bank.

2. Komisaris dan Direksi cukup maimpu melakukan pengawasan secara aktif

3.Bank tidak melakukan aktifitas bisnis yang melampaui kemampuan
permodalan.

® Faktor-faktor negatif Governance Outcome, Bank adalah ( Tidak ada )

9. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan
DPana Besar (Large Exposure)

A. Governance Structure
& Faktor-faktor positif aspek governance structure Bank adalah :

Telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup
memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan
dana besar yang tertuang secara umum dalam buku pedoman perusahaan
bidang perkreditan dan kebijakan direksi sedangkan dalam hal monitoring
dan penyelesaian masalah mengikuti kebijakan, sistem dan prosedur
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perkreditan yang berlaku umum pada Bank Jambi.
& Faktor-faktor negatif aspek governance structure, Bank (Tidak ada)

B. Governance Process

® Faktor-faktor positif governance process, Bank adalah :

1. Bank telah mengevaluasi kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan
dana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana
dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

3. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyediaan dana
diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak
terkait atau pihak lainnya.

@ Faktor-faktor negatif aspek Governance Process, Bank ( Tidak ada )

C. Governance Qutcome
® Faktor-faktor positif aspek Governance Outcome, Bank adalah :

1. Penerapan penvyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau
penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang BMPK dan
telah memperhatikan kemampuan permodalan.

2. lLaporan BMPK telah disampaikan secara berkala dan tepat waktu
kepada OJK.
@ Faktor-faktor negatif aspek Gevernance Outcome, Bank (Tidak ada)
10. Transparansi Kondisi Keuarngan dan Non Keuzngan, Laporan Pelaksanaan
Tata Kelola dan Pelaporan Internal

A.Governance Structure
& Faktor-faktor positif aspek governance structure, Bank adalah :

1. Bank telah memiliki kebtijakan dan prosedur mengenai transparansi
korndisi keuangan den non keuangan.

2. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir
tahun buku dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

. Pelaporan internal telah tersedia secara lengkap, akurat dan tepat
waktu.

W

® Faktor-faktor negatif aspek governance structure, Bank adalah (Tidak
ada)
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B. Governance Process
® Faktor-faktor positif aspek goverriance process, Bank adalah :

1. Laporan keuangan dan non keuangan telah dilaporkan ke OJK atau
stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Bank telah mentransparansi informasi produk bank sesuai dengan
ketentuan yang berlaku namun dalam hal penggunaan data pribadi
nasabah belum pernah dilakukan.

3. Bank telah mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan
penyelesaian sengketa pada nasabah melalui pemasangan papan
pengumuman dimasing-masing kantor cabang dan kantor kas
mengenai keberadaan unit penyelesaian pengaduan nasabah.

4, Isi dan cakupan laporan Tata Kelola telah disusun sesuai derngan
ketentuan yang berlaku.

5. Laporan Tata Kelola yang disampaikan telah sesuai dengan keadaan
yang sebenarnya.

® raktor-faktor negatif aspek governance process Bank (Tidak ada)
C.Governance Outcome
® Faktor-faktor positif covernance outcome, Bank adalah :

1.Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
maupun Pemegang Saham.

2.Transparansi laporan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
yang meliputi lapcran publikasi, triwulanar dan laporan tahunan.

3.Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang
sebenarrya dan telah mencakup hal-hai yang telah diatur dalam SE OJK
No. 13/SEO2K.03/2017 tentang Penerapan Tata Keloia bagi Bank Umum.

4.Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan kepada OJK dan
pemegang saham serta pihak-pihak sebagaimana telah diatur dalam
ketentuan yang berlaku.

5.Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan
dalam hal penggunaan data nasabah bank belum pernah melakukannya.

® Faktor-faktor negatif aspek governance outcome, Bank ( Tidak ada )

Rencana Strategis Bank

A. Governance Structure

® Faktor-faktor positif governance structure, Bank adalah :

1. Rencana strategis bank telah disusun dalam bentuk rencana korporasi
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dan rencana bisnis

2. Dalam penyusunan dan penyampaian RBB telah berpedoman pada
ketentuan yang berlaku.

e Faktor-faktor negatif governance structure, Bank adalah ( Tidak ada )

B. Governance Process
e Faktor-faktor positif governance process, Bank adalah :

1. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan
prirsip kehati-hatian.

2. Rencana Bisnis Bank telah disetujui Dewan Komisaris.

3. Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada Pemegang Saham dan
seluruh jenjang Unit Organisasi.

4. Dalam penyusunan dan pelaporan RBB telah berpedoman pada
ketentuan OJK.

5. Pemilik telah menunjukkan keseriusan dan telah mengambil langkah-
langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis
bank, antara lain dengan memberikan dukungan modal terhadap
program BRC.

® Faktor-faktor negatif governance process, Bank adalah ( Tidak ada )

C.Governance Outcome
® Faktor-taktor positif governance outcome, Bank adalah :

1. Rencana korporasi dan rencana bisnis telah disusun oleh Direksi dan
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Rencana korporasi dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan
Direksi kepada pemegang saham  pengendali dan seluruh jenjang
organisasi.

3. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan bank yang
berkesinambungan.

4. Pertumbuhan bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non
ekonomis bagi stakeholder.

5. Rencana Bisnis Bank telah disusun atas dasar kajian komprehensif
dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank
serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT) analisis.

@ Faktor-faktor negatif governance outcome, Bank adalah ( Tidak ada )
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PERINGKAT DEFINISI PERINGKAT

Individual 2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan
penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini
tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-
prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam
penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum
kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat

diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen
Bank.

Konsolidasi -

ANALISIS

Hasil penilaian self assessment pelaksanaan Tata Kelola berada pada peringkat 2
(Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang
secara urnum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-
prinsip Tala Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata
Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan capat
dicelesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank).

Berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian hasil self
assessment dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Governance Structure

Bank telah membentuk struktur organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi
sampai pada Pejabat dan karyawan/karyawati. Pemenuhan struktur Pengurus
Bank serara keseluruhan lengkap dan telah terpenuhi, namun beberapa jatatan
dibawah Pengurus masih terdapat beberapa kekosongan, akan tetapi
kekosongan terhadap struktur tersebut tugas pokok, fungsi dan kewenangannya
dapat dilaksanakan oleh pejabat-pejabat lain yang ditunjuk pada masing-masing
Unit Kerja terkait.

Terhadap infrastruktur kebijakan, sistem dan prosedur yang telan dimiliki Bank
sudah cukup memadai dalam rangka menunjang struktur melaksanakan tugas
pokok dan fungsi dari setiap Unit Kerja yang ada.

2. Governance process

Dengan struktur dan infrastruktur yang dimiliki proses pelaksanaan Tata Kelola
Bank dapat terlaksana dengan efektif dan tidak terdapat kendala yang berarti

serta masih cukup memadai dalam melaksanakan proses Tata Kelola Bank yang
baik.

3. Governance Outcome

Secara keseluruhan Tata Kelola pada sebagian besar penilaian telah sangat baik,
efektif dan berkualitas hal ini didukung oleh struktur dan infrastruktur yang
cukup memadai sehingga kinerja Bank sangat baik dan
perkembangan/pertumbuhan Bank selalu meningkat dari tahun ke tahun.
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